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Rimba Tafsir Kerugian Negara

Oleh AP EDI ATMAJA

ejaksann Tinggi
K Sumatera Utara
dikabarkan meng-

gunakan jasa kantor
akuntan publik dalam
perhitungan kerugian ne-
gara atas kasus dugaan

kopapsi pada Bank Pem-
h:%rmn Daerah Suma-
tera Utara baru-baru ini.

Kotuy Indonesia Andit Watch
Junisab Akbar melontarkon k-
tik babwa penpgunaom jass kan-
Lot akienban publik skan meman-
tik pertimyaan mengenad hagai-
mana koalifikosi akontan publik,
aiapa vang bherhak menentokan,
i muna sumber  angfaran
pengrunaan jasa kantor akuntan
publik, don bagaimana kekuatian
Tnatlcum Lporein hasil aedit kantor
akuntan publik,

Pengunain jasa akuntan pub-
lik dalam perhitungan kerugiom
negars sesungeuhnyva bukan me-
ripakan sesualu yang luar biasa,
Belain Kejaksaan Tinggi Sumate-
ra  Ulara, tercatal  Kejaksaan

(KPK)—dalam kasus pengadaan
minyal oleh Pertamina Energy
Trading Lid (Petral}—pun mela-
kukan hal serupa.

Bahlan, sejumlah aparat pene-
galt hukum melalukan  perhi-
lungan kerugian negara sendivi
atas perkara yang mereka ta-
ngani, Selain itu, ada juga aparat
penegak hukum vang  bekerja
sama dengan inspektorat daerah
dalam menghitung kerugian ne-
gara, di antaranya Kejaksaan Ne-
geri Bantul vang melibatlkan In-
spekloral Kabupaten Bantul dan
Kejabkzaan Negeri Surakarta vang
melihatkan Inspeltorat Kota Su-
rakarta.

Kebebasan KPK

Dalam soal perhitungan kera-
gian negara secava mandivl atao-
pun dengan menggunakan jasa
aloumtan publil, aparat penegak
hukum bissanyva mengemukalkan
alasan bahw, pertama, kerugian
negara vang mercka tangani cu-
lup sederhana perhitimgannya
sehinggs dapat dihitung sendiri.
Kedua, lembaga pemeriksa cks-
ternal-pemerintzh, sepert Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) dan
lembaga audit interm-pemerin-
tah, seperti Badan Penpawasan
Kenangzn  dan  Pembsangunan
(BPED, terlalu lama mervelesai-
kan perlutungan. Ketiga, terjadi
kesimpulan vang bertolak belu-
kang antars penyidik dan peme-
rik n

kepalisian, atau KPK, perhilung-
an kerugian wnegara dilalulan
BFEFE  Dalam banyak perkara,
terdalowa melalni kuass hukum
mereka hampir selalu mengiugal
keabsahan laporan audit BPEP
yang digunakan aparal penegak
Tuloom unbuls mendlai jumlah le-
rugian negara, Terdakws berang-
gapan, BPKP tidak berwenang
dalam menghitung dan menilai
kerugian negara.

Persoalan tersebut sehenarnya
Lelak diuji materi ke Mahkamah
Konstitusi pada 2002 oleh Eddie
Widiono Suwaondho, mantan Di-
rektur Utama PT  Perusahaan
Listrik Negara. Dalam pokok per-
karanya, Eddie memohon agar
ME menyatakan Pasal 6 Huraf a
dan Penjelasan U No 302002
tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (U
KPE) sepanjang frasa .. BPEE
Eomisi Permeriksa Kekayaan Pe-
tpelengpara Negarn, " berten-
tangan dengan konstitusi. Menu-
rut Eddie, sata-satunya lembaga
ving herwenang melakukan per-
hitungan kerugian negara inlah
BPE.

ME, dalam  pu 1 No
3PUL-X2012. m per-
mohonan  Eddie Widiorth  Su-

wondho untuk seluruhnys, Per-
fimbangan hukum MK adalah
babwa korupsi merupakan ke-
jahatan lnar biasa schingga pem-
berantazannya hams dilakokan
secara luar biasa, KK, lanjut
ME, adalah badan khusus yang
mermiliki kewenangan luas, inde-
penden, dan bebas dar kebus-
saan Mana pun dabon upaya
pemberantasan koripsi sehingga
Pagal 6 Huoruf 2 dan Penjelasan
U KPE vang mewvatakan bah-
wa KPK mempunyai tugas koor-

HANDINING

dinasi dengan instansi yang ber-
wenang melakukan pemberan-
tasan korupsi, lermasulk BPE dan
BPKP tidal bertentangan de-
ngan konstifusi.

Lebil lanjut, ME menyvatakan,
"KPK bukan hanya dapat herko-
ordinasi dengan RPKP dan BPE
datam rangka pembuoklian swaia
tindak pidana korepsi, melainkan
dapat juga berkoordinasi dengan
instansi lain, bahlkan bisa mem-
bkt sendirt di Tuar temuan
BPEF dan BPE, mizsalnva dengan
menguncdang ahli atan dengan
meminta bahan dari inspeltorat
jenderal atau badan yang mem-
punyai fungsi vang sama dengan
ilu dart masing-masing inslansi
pemerintah, bahkan dari pihak-
pihalk loin (fermursnk dart periisa-
haan), vang dapat menunjukkan
kebenaran materiil dalam peng-
hitungan kerugian kevangan ne-
gara danatau dapat membukii-
kan perkara vang sedang ditanga-
ninwva",

Kontradiksi yuridis

Putusan MK No 3L/PLUIT-X
/2012 kerap kali dingguk pemberi
keterangan abli dwd pihak pe-
nunbut umum dalam persidang-
an kasus-kasus dugaan korupsi.
Putusan ME tersebut juga acap
kali dijadikan dasr hukum bagi
aparat  penegak hukum  selain
KK (baca: kejakssan dan he-
polisian) untuk melakukan per-
hitangan kerugian nepara dengan
atan tanpa bantuan dari BPE,
breahloan secara mandivi.

[¥alam hal ind, terjadi penaf-
siran hulbom meluas oleh ke-
jaksaan dan kepolisisn atas pu-
tusan ME tersebut. Putusan ME
Momor 2L/ PUL-X2012 sepatinva
memberd tafsiv hulom ilat:jr'a Uki=

ik KPK berkensan dengan ogas
dan wewenang vang melekat pa-
danya, yakni koordinasi ankar-in-
stamsi dalam upaya pemberan-
tasan koropsi. Jadi, tafsic hukum
itu tidak berlabu untuk aporat
penegak hukum kin di luar KPE
dan juga tidal menyasar sec
khusus pada perhitungan ke
glan negara.

Menjuwdi enigmatis manakala
Eddie Widiono Suwondho mcnp‘,e
ajukan pengujion malert abas pa-

sul yung tidak secara khusus ber-
koitan dengan perhitungen ke-
rugian negars, padahal dalam pu-
tusan ME tersebut fertera jelus
intenzi  Eddie vang  sejatinya
mempersoalkan kealsahan lem-
baga selain BPK dalam mela-
kukan perhitungan kerogian ne-
gara. Dan, lebih enigmatis lagi
tatkala membaca pertimbangan
hukum MK wang  scolah-olah
"terbawa svasana” dengan pe-
titum pemohon dan menyatakan
uraian yang melampaui makna
Pasal 6 Huruf a dan Penjelasan
1T KPE.

U No 311999 tentang Peme-
herantasan Tindak Pidana Ko-
rupal (UL Tipikor) sehagaimana
diubah dengan [T No 2002000
tidak mengatur soal lembaga
vang berwenang melakulkan per-
hitungan kerugian negara, Pem-
bentuk regulasi cuma sedikit saja
menyinggung soal itu dalam Pa-
sal 22 Avat (1) dan Penjelasan L1
Tipikor yvang menyatakan, ... ke-
rugian yang sudah dapat dihitung
jumlahnya  berdasarkan  hasil
temuan instansi vang berwenang
atan akunten publik yong dit-
unk.”

Barangkali keputusan lkejalksa-
an dan kepolizian uwntuk meli-
batkan instansi di luar BPK da-
fam perhitungan Kerugian negara
didasarkan atas Pasal 32 Avat (1
dan Pemjelasan UL Tipikor itw,
Padakal, Pasal 10 Ayal (1) T N
1572006 tentang BPE (UL BF
secara tegas menyvatakan, "B
menilal  dan/stan menetapkan
jumlah kerugian negaca vang di-
akihatkan oleh perbuatan m-:-iae
wran bk baik sengaja manpun
Iakai yang dilakukan oleh henda-
hara, penpelola BUMN/BUNI,
dan lembaga atan hadan lain vang
menyelenggarakan  pengelolaan
keunngan negara’,

Pengamiat hukum yang jeli pa-
da gilirannyn akan mencatat, te-
lahy tevjadi kontradiksi vuridis an-
tara tafsir meluas atas Puktusan
ME Nomor 3LFUU-X2012 dan
Pasal 10 Asxat (1) UTJ BPE. Pada
akhirnya, dipunakan atau tidak-
mya informasi kerugian negara
vang dihitung, dinilai, dan dite-
tapkian oleh stapa pun dan lemba-
fa mahg pun merupakan domain
absolut dard hakim yang meng-
adili perkara

AP EDT ATMAJA
Alnmnus Magister
It Flukum
Untversitas Dipenegoro




Rimba Tafsir Kerugian Negara
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KEJAKSAAN Tinggi Sumatera Utara dikabarkan menggunakan jasa kantor akuntan publik (KAP) dalam perhitungan
kerugian negara atas kasus dugaan korupsi pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara baru-baru ini. Ketua Indonesia
Audit Watch Junisab Akbar melontarkan kritik bahwa penggunaan jasa KAP akan memantik pertanyaan mengenai
bagaimana kualifikasi KAP, siapa yang berhak menentukan KAP, dari mana sumber anggaran penggunaan jasa KAP, dan
bagaimana kekuatan hukum laporan hasil audit KAP (Rmol.co, 21/9/2016).

Penggunaan jasa KAP dalam perhitungan kerugian negara sesungguhnya bukan merupakan sesuatu yang luar biasa. Selain
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, tercatat Kejaksaan Agung—dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh
PT Bank Bukopin kepada PT Agung Pratama Lestari—dan Komisi Pemberantasan Korupsi—dalam kasus pengadaan
minyak oleh Pertamina Energy Trading Ltd (Petral)>—pun melakukan hal serupa.

Bahkan, sejumlah aparat penegak hukum melakukan perhitungan kerugian negara sendiri atas perkara yang mereka tangani.
Misalnya saja KPK, Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,
Kejaksaan Negeri Samarinda, Kejaksaan Negeri Tanjung Selor, dan Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun. Selain itu, ada juga
aparat penegak hukum yang bekerja sama dengan inspektorat daerah dalam menghitung kerugian negara, di antaranya
Kejaksaan Negeri Bantul yang melibatkan Inspektorat Kabupaten Bantul dan Kejaksaan Negeri Surakarta yang melibatkan
Inspektorat Kota Surakarta.

Kebebasan KPK

Dalam soal perhitungan kerugian negara secara mandiri ataupun dengan menggunakan jasa KAP, aparat penegak hukum
biasanya mengemukakan alasan bahwa, pertama, kerugian negara yang mereka tangani cukup sederhana perhitungannya
sehingga dapat dihitung sendiri. Kedua, lembaga pemeriksa ekstern-pemerintah seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan


http://hukum.rmol.co/read/2016/09/21/261561/Kejatisu-Mampu-Tiadakan-Fungsi-BPK-Dan-BPKP-

lembaga audit intern-pemerintah seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terlalu lama menyelesaikan
perhitungan. Ketiga, terjadi kesimpulan yang bertolak belakang antara penyidik dan pemeriksa/auditor berkenaan dengan
ada-tidak atau besar-kecilnya kerugian negara.

Pada umumnya, dalam banyak kasus yang ditangani kejaksaan, kepolisian, atau KPK, perhitungan kerugian negara
dilakukan oleh BPKP. Dalam banyak perkara, terdakwa melalui kuasa hukum mereka hampir selalu menggugat keabsahan
laporan audit BPKP yang digunakan aparat penegak hukum untuk menilai jumlah kerugian negara. Terdakwa beranggapan,
BPKP tidak berwenang dalam menghitung dan menilai kerugian negara.

Persoalan tersebut sebenarnya telah diuji materi ke Mahkamah Konstitusi pada 2012 oleh Eddie Widiono Suwondho, mantan
direktur utama PT Perusahaan Listrik Negara. Dalam pokok perkaranya, Eddie memohon agar MK menyatakan Pasal 6
huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU
KPK) sepanjang frasa “...BPKP, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara...” bertentangan dengan konstitusi.
Menurut Eddie, satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan perhitungan kerugian negara ialah BPK.

MK, dalam Putusan Nomor 31/PUU-X/2012, menolak permohonan Eddie Widiono Suwondho untuk seluruhnya.
Pertimbangan hukum MK adalah bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga pemberantasannya harus
dilakukan secara luar biasa. KPK, lanjut MK, adalah badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, dan
bebas dari kekuasaan mana pun dalam upaya pemberantasan korupsi, sehingga Pasal 6 huruf a dan Penjelasan UU KPK yang
menyatakan bahwa KPK mempunyai tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi,
termasuk BPK dan BPKP, tidak bertentangan dengan konstitusi.

Lebih lanjut, MK menyatakan (saya kutip lengkap), ”KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam
rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan

bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan
dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah,



bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan
kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya.”

Kontradiksi yuridis

Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 kerap kali dirujuk pemberi keterangan ahli dari pihak penuntut umum dalam
persidangan kasus-kasus dugaan korupsi. Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 juga acap kali dijadikan sebagai dasar hukum
bagi aparat penegak hukum selain KPK (baca: kejaksaan dan kepolisian) untuk melakukan perhitungan kerugian negara
dengan atau tanpa bantuan dari BPK, bahkan secara mandiri.

Dalam hal ini, terjadi penafsiran hukum meluas oleh kejaksaan dan kepolisian atas putusan MK tersebut. Putusan MK
Nomor 31/PUU-X/2012 sejatinya memberi tafsir hukum hanya untuk KPK berkenaan dengan tugas dan wewenang yang
melekat padanya, yakni koordinasi antar-instansi dalam upaya pemberantasan korupsi. Jadi, tafsir hukum itu tidak berlaku
untuk aparat penegak hukum lain di luar KPK dan juga tidak menyasar secara khusus pada perhitungan kerugian negara.

Menjadi enigmatis manakala Eddie Widiono Suwondho mengajukan pengujian materi atas pasal yang tidak secara khusus
berkaitan dengan perhitungan kerugian negara, padahal dalam putusan MK tersebut tertera jelas intensi Eddie yang sejatinya
mempersoalkan keabsahan lembaga selain BPK dalam melakukan perhitungan kerugian negara. Dan, lebih enigmatis lagi
tatkala membaca pertimbangan hukum MK yang seolah-olah ‘terbawa suasana’ dengan petitum pemohon dan menyatakan
uraian yang melampaui makna Pasal 6 huruf a dan Penjelasan UU KPK.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak mengatur soal lembaga yang berwenang melakukan perhitungan
kerugian negara. Pembentuk regulasi cuma sedikit saja menyinggung soal itu dalam Pasal 32 ayat (1) dan Penjelasan UU
Tipikor yang menyatakan, “...kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang
berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk...”



Barangkali keputusan kejaksaan dan kepolisian untuk melibatkan instansi di luar BPK dalam perhitungan kerugian negara
didasarkan atas Pasal 32 ayat (1) dan Penjelasan UU Tipikor itu. Padahal, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2006 tentang BPK (UU BPK) secara tegas menyatakan, “BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara
yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola
BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.”

Pengamat hukum yang jeli pada gilirannya akan mencatat, telah terjadi kontradiksi yuridis antara tafsir meluas atas Putusan
MK Nomor 31/PUU-X/2012 dan Pasal 10 ayat (1) UU BPK. Pada akhirnya, digunakan atau tidaknya informasi kerugian
negara yang dihitung, dinilai, dan ditetapkan oleh siapa pun dan lembaga mana pun merupakan domain absolut dari hakim
yang mengadili perkara. [14102016]

*) Tulisan ini pertama kali disiarkan oleh harian Kompas pada 9 November 2016.


http://print.kompas.com/baca/opini/artikel/2016/11/09/Rimba-Tafsir-Kerugian-Negara

